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: Imbauan Larangan Dalam Kampanye

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
MenjadiUndang-Undang Menjadi Undang-Undang;

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun
2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati DanWakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang
PerubahanAtas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor



10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 ientang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupali, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

ii Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan
Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

. IsiSurat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahapan kampanye dalam

rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kota Bitung, kami

dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bitung mengimbau kepada
seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota, tim kampanye, serta
pendukung agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun beberapa larangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 69 Dalam
Kampanye dilarang :

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon
Gubernur, Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai
Politik;
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c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu
domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok
masyarakat;

d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan,
kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2.  Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2024 Tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 70 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) yang berbunyi :

Pasal 70
(1) Dalam kampanye, melibatkan: pasangan calon dilarang
Melibatkan :

a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

b. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

¢. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau
sebutan lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubernur dan Wakit Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota, peiabat negara lainnya, serta pejabat daerah
dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gubemnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota
dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang
sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
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(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan
Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama
Presiden, dan bagi Bupati dan Waki! Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.

(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
waijib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubemur kepada
KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 71 ayat (1),
ayat (3), ayat (6) yang berbunyi :

Pasal 71

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,
anggota TNVPOLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan
Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian
pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan
calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri,

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) vang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan berlaku.

4 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 72 ayat (1),
ayat (3} yang berbunyi :

Pasal 72

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak
pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(2) Pelanggaran atas kefentuan larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 huruf i dan huruf ), dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan;
dan/atau
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b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya
pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika
terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi
menyebar ke daerah lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan KPU.

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 73 ayat (1),
ayat (2). ayat (3), ayat (4), ayat (5) yang berbunyi :

Pasal 73

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi
penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

(2) (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi
dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan
calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kahupaten/Kota,

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggofa Partai Politik, tim
kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada
warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak
langsung untuk :

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. menggunakan hak pillh dengan cara tertentu sehingga
mengakibatkan suara tidak sah; dan

¢. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih
calon tertentu.

{5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
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6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024

Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 40 ayat (1)

dan ayat (2) huruf a yang berbunyi :

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat
melaksanakan kegiatan lain vang tidak melanggar larangan
Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g.

(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. rapat umum,;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024

Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 41 ayat (1)

dan ayat (4) huruf a yang berbunyi :

(1) .Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling
lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan
waktu ibadah di Indonesia,

(2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di
lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;

(3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan;

(4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
ketentuan paling banyak:

a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubemur; dan
b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta
walikota dan wakil walikota.
8 Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024

Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 57 ayat (3)

menyebutkan bahwa Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi
dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
9 Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024

Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 58 ayat (1)

sampai dengan ayat (5) yang berbunyi .

(1) Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (2) meliputi:
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. gedung;

a

b. halaman;
¢. lapangan; danfatau

d. tempat lainnya.

(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. universitas;

b. institut;

c. sekolah tinggi;

d. politeknik;

e. akademi; dan

f. akademi kemunitas.

(3) Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu
dan/atau Hari Minggu.

{4) Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:

a. pertemuan terbatas; dan
b. pertemuan tatap muka dan dialog.

{(5) Peserta Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut
serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024

Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 59 ayat (1)

sampai dengan ayat (6) yang berbunyi :

(1) Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan
Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.

(2) Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin
kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan
proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan
Calon.

(3) Penanggung jawab perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas:

a. rektor pada universitas dan institut;
b. ketua pada sekolah tinggi; dan
c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

(4) Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling
sedikit memuat informasi:
a. Hari;

b. tanggal;
c. jam;

1ttps:/id W i r =]
hitps://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Bitung



tempat kagi?mn;
metode Kampanye;
tema materiiKampanye; dan

@ ™o a

Pasangan Calon.

(6) Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas penghubung
Pasangan Caloh menyampaikan salinannya kepada kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di'_ bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum
pelaksanaan Kabpanye.

(6) Dalam hal penénggung jawab perguruan tinggi memberikan izin
sebagaimana ciimaksud pada ayat (4), petugas penghubung
Pasangan Calc-q menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu)
Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024

Tentang Kampanye 'Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, sarta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 60 ayat (1)

dan ayat (2) yang be}bunyi :

Pasal 60 |

(1) Selama masa K!pmpanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil
bupati, waiikotaT wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau
pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63, dilarang:

a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya
untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan

b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait
dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan
Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah
iain.

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
berupa : .

a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai,
serta alat tranlsportasi dinas lainnya;
b. gedung kantqr, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah,
milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang
pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
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sarana perkantoran, radio daerah dan sanditelekomunikasi
milik pemerinthh daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan
belanja negaral_l atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 61 ayat (1)
dan ayat (2) yang berbunyi :
Pasal 61 |
(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil

walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama
|

selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,

dilarang:

b.

menggunakad fasilitas negara yang terkail dengan jabatannya;
dan ‘
menggunakan! kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait
dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan
Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah
lain. '

(2) Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, berupa:

a.

b.

kendaraan dinhs pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai,
serta alat tranéportasi dinas lainnya;

gedung kantor:, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah,
milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang
pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;

sarana perkarfntoran, radio daerah dan sandiftelekomunikasi
milik pemerintéh daerah, dan peralatan lainnya; dan/atau
fasilitas !ainnyé yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan
belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye Pemilihan Gubemnur dan Wakil Gubermur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 62 ayat (1)
dan ayat (2) yang berbunyi :
Pasal 62 |
(1) Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau

tim Kampanye dilarang melibatkan:

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha mitik daerah;
!
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\

b. aparatur sipi| negara, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dap anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

¢. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau
sebutan Iain!;:lterangkat kelurahan.

(2) Pejabat negara, |pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,
anggota Kepolisiln Negara Republik Indonesia, anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebuian fain/Lurah
dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye |emilih:«m Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, seha Walikota dan Wakil Walikota Pasal 63 yang
berbunyi : |
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan
Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang,
dan pada Hari pemungutan suara.

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye F}'emilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 64 ayat (1)
dan ayat (2) yang berﬁunyi 7
(1) Partai Politik Pes Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu, Pasangan Calon, danfatau tim Kampanye dilarang
menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2),%Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat
umum sebagai be"ikut:

tempat ibadah;

rumah sakit at;Eu tempat pelayanan kesehatan;

gedung atau fasilitas milik pemerintah:
jalan protokol \:!anfatau jalan bebas hambatan;

|
prasarana danl sarana publik; dan/atau

a
b
c. tempat pendi I'ka\n;
d
e
f
g. taman dan pepohonan.
{2) Tempat umum selbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d!, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau
tembok. |
16. Bahwa berdasarkan J’eraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye I%emilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serlla Walikota dan Waki! Walikota Pasal 65 ayat (1)
dan ayat (2) yang bertunyi :
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(1)

(2)

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang
memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:

tempat ibadah,

rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

gedung milik pemerintah;

tempat pendidikan;

© o o T o

fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
halaman, pagar, dan/atau tembok.

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Komis Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermnur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 66 ayat (1)
sampai dengan ayat (6) yang berbunyi

(M

(2)

(3)

(4)

https:/fjdih.bawaslu.go.id

Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau

memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi

penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.

Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye,

anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain

juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan

hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya

sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara

langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga
mengakibatkan suara tidak sah; dan

¢. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilin
calon tertentu.

Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye

dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya

transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan

Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap

muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran

dan kemahalan suatu daerah.

Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka

dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan

Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat

memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya
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®)

transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan

Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan

kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan

hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu

daerah.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan

hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud

pada ayat {3) dan ayat (4) dengan Ketentuan:

a. dalam bentuk barang; dan

b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta

Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dan ayat (4)

tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan

dipatuhi. Atas kerja sama dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
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KETUA,

TTD

DEIBY A. LONDOK, SE, M.AP

Bawaslu Kota Bifung



